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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penyajian 

informasi keuangan Pemerintah daerah berdasarkan content, timeliness, 

technology used dan web user support. Setelah dilakukan penyaringan 

berdasarkan kriteria purposive sampling yang telah ditentukan, terdapat 207 

pemerintah daearah yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyajian Informasi keuangan yang telah dilakasanakan oleh Pemda di Pulau 

Jawa dan Sumatera masih perlu untuk ditingkatkan. Analisis data menunjukan 

tingkat penerapan  IFR pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera relatif 

masih rendah dengan rata-rata perolehan indeks IFR keseluruhan di pulau 

Jawa dan Sumatera hanya sebesar 33 persen, jika diperinci tiap-tiap indeks 

akan mendapatkan kan hasil sebagai berikut: konten mendapat indeks sebesar 

21 persen, timeliness mendapat indeks sebesar 60 persen, technology used 

mendapat indeks sebesar 54 persen, dan user support mendapat indeks sebesar 

53 persen. Data ini dapat menggambarkan bagaimana penerapan IFR oleh 

pemerintah daerah masih perlu untuk ditingkatkan. Terutama pada indeks 

konten yang nilainya sangat jauh jika dibandingkan indeks yang lain. 

Mengingat konten merupakan indeks yang sangat penting karena merupakan 
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indeks yang paling utama yang memuat informasi-informasi keuangan yang 

mamiliki banyak keguanan. Dan sudah seharusnya kalau konten dijadikan 

prioritas utama untuk segera ditingkatan penyajiannya baik dalam segi 

kualitas maupun kuantitasnya.  

2. Pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki skore lebih tinggi dibandingkan 

dengan pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari 

ranking perolehan skore yang  menunjukan Komponen sepuluh besar masih di 

dominasi pemerintah daerah yang berasal dari pulau Jawa. Selain itu juga, 

kluster 1 yang merupakan kelompok Pemerintah daerah yang memperoleh 

skore IFR tertinggi masih didominasi pemerintah daerah yang berasal dari 

pulau Jawa. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Banyak website pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera tidak dapat 

diakses atau masih dalam masa perbaikan. Sehingga peneliti tidak dapat 

memperoeh data dari website yang tidak dapat diakses tersebut yang 

menyebabkan berkurangnya sampel penelitian. 

2.  Terdapat beberapa data outlier yang ditemukan dalam penelitian ini. Adanya 

data outlier ini membuat analisis terhadap serangkaian data menjadi bias.  

3. Indeks IFR yang digunakan dalam penelitian ini dianggap memiliki tingkat 

kepentingan yang sama. Hal ini disebabkan karena bobot antar indeks belum 

ditentukan.  
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4. Penelitian ini belum mendalami praktik penerapan IFR terkait dengan  

penerapan social media yang dijadikan alternatif untuk fitur FAQ dan tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi kasus lain yang mirip dengan kasus seperti 

ini.  

5. Sampel penelitian ini belum termasuk Pemda yang mendapat opini Tidak 

Wajar dan Tidak Memberikan pendapat. 

 

5.3 Saran 

 Dengan adanya keterbatasan penelitian seperti yang telah disampaikan 

pada sub bab sebelumnya, maka peneliti ingin memberikan saran untuk peneliti 

Berikutnya sebagai berikut : 

1. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk dapat menambah jumlah 

sampel penelitian menjadi seluruh Pemerintah daerah di Indonesia supaya bisa 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk menggunakan  sistem 

pembobotan pada masing masing indeks IFR yang bisa membedakan bahwa 

terdapat indeks yang dianggap lebih penting dari yang lainnya.  

3. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk dapat mendalami praktik 

IFR pada satu Pemda tertentu. 

4. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk menambah sampel 

penelitian dengan memasukan Pemda yang mendapat opini Tidak Wajar dan 

Tidak Memberikan pendapat. 
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